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UMUM

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam
penyelenggaraan  negara, pengelolaan  keuangan negara  perlu
diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan
pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sesual
dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasa 17
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, Pemerintah menyusun
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2007, berupa
laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri
atas (i) Laporan Realisas APBN, (ii) Neraca, (iii) Laporan Arus Kas, dan
(iv) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Redlisas APBN menggambarkan perbandingan antara anggaran
dan redlisasi APBN Tahun Anggaran 2007, yang mencakup unsur-unsur
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pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Neraca adalah laporan yang
menggambarkan posisi  keuangan pemerintah pusat mengenal  aset,
kewajiban, dan ekuitas dana padatanggal 31 Desember 2007. Laporan Arus
Kas adalah laporan yang menygjikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama tahun anggaran 2007,
serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2007. Catatan atas
Laporan Keuangan menyagjikan informas tentang penjelasan pos-pos
laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memada antara lain
mengenal kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, dasar penyusunan
laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kgadian penting lainnya, dan
informasi tambahan yang diperlukan. Disamping itu, dalam LKPP Tahun
2007 ini juga dilampirkan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun
2003.

Pada Laporan Realisass APBN Tahun Anggaran 2007, realisas Belanja
Subsidi adalah sebesar Rp150.214.443.691.269 yang berarti |ebih besar
Rp45.141.074.219.269 dari APBN-P sebesar Rp105.073.369.472.000.
Kelebihan tersebut terdiri dari kelebihan pembayaran subsidi energi dan
subsidi pgak ditanggung pemerintah. Kelebihan pembayaran subsidi energi
telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada Rapat Kerja
Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam
Rangka Pembicaraan Tingkat |/Pembahasan RUU tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 beserta Nota
Keuangannya pada tanggal 8 Oktober 2007, yang menyatakan bahwa
pembayaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) tahun 2007 dilakukan
sesual dengan redlisas dan Pemerintah dapat melakukan pembayaran
subsidi listrik tahun 2007 di atas pagu anggaran sesuai kemampuan
keuangan negara. Sementara itu, kelebihan pembayaran subsidi juga
disebabkan adanya subsidi Pgak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pgak
Penghasilan (PPh) untuk pembayaran PPN BBM bersubsidi dan subsidi PPh
atas bunga global bond yang ditanggung Pemerintah.

Sisa Anggaran Lebih (SAL) sampa dengan Tahun Anggaran 2006 sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2006 adalah sebesar Rp18.830.302.308.895 (delapan belas triliun delapan
ratus tiga puluh miliar tiga ratus dua juta tiga ratus delapan ribu delapan
ratus sembilan puluh limarupiah).

SAL sebesar Rp18.830.302.308.895 (delapan belas triliun delapan ratus tiga
puluh miliar tiga ratus dua juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus
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sembilan puluh lima rupiah) di atas menjadi saldo awal SAL Tahun
Anggaran 2007. Dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007,
terdapat SKPA sebesar Rp7.387.288.768.184 (tujuh triliun tiga ratus
delapan puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus
enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dan terdapat
selish kas lebih Tahun Anggaran 2006 sebesar Rpl1.927.500.597.697 (satu
triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta lima ratus
sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Dengan
demikian, SAL sampai dengan Tahun Anggaran 2007 menjadi sebesar
Rp18.830.302.308.895 (delapan belas triliun delapan ratus tiga puluh miliar
tiga ratus dua juta tiga ratus delgpan ribu delapan ratus sembilan puluh lima
rupiah).

Sesua dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LKPP harus diaudit oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam
rangka pemberian pendapat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Untuk memenunhi
amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menyampakan LKPP
Tahun 2007 kepada BPK untuk diaudit, melalui surat Menteri Keuangan
Nomor S-146/MK.05/2008 tanggal 28 Maret 2008. Penyampaian LKPP
dengan status belum diperiksa (unaudited) oleh Menteri Keuangan kepada
BPK adalah sesua dengan Surat Presden kepada BPK Nomor R-
18/Pres/3/2008 tanggal 28 Maret 2008 Perihal Penunjukan Menteri
Keuangan untuk Mewakili Presiden dalam Penyampaian Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat kepada BPK.

Sesua dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas
LKPP kepada DPR dan DPD, serta kepada Presiden paling lambat 2 (dua)
bulan setelah menerima LKPP dari Pemerintah. Selanjutnya, BPK telah
menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP kepada Presden melalui
surat BPK Nomor 43/S1-XV/05/2008 tanggal 30 Me 2008.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,
hasil pemeriksaan keuangan BPK digunakan oleh pemerintah untuk
melakukan koreks dan penyesuaian yang diperlukan sehingga laporan
keuangan yang telah diperiksa memuat koreks dimaksud sebelum
disampaikan kepada DPR dalam bentuk suatu Rancangan Undang-Undang
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untuk mendapatkan persetujuan. Dengan demikian, LKPP Tahun 2007 yang
disampaikan Pemerintah kepada DPR adalah LKPP yang telah disesuaikan,
dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini “tidak menyatakan
pendapat” atau disclaimer atas LKPP Tahun 2007. Pemberian opini
disclaimer olen BPK tersebut terutama disebabkan pembatasan ruang
lingkup pemeriksaan BPK pada bidang perpg akan, pengendalian intern atas
Penerimaan Negara Bukan Pgak (PNBP), hibah, belanja negara, aset, dan
utang yang belum memadai, penganggaran dan pertanggungjawaban belanja
yang tidak sesual dengan peraturan, serta PNBP dan hibah pada beberapa
kementerian negara/lembaga yang digunakan langsung dan tidak dilaporkan
pada laporan keuangan.

Dengan memperhatikan pendapat BPK terhadap LKPP Tahun 2007, maka
angka-angka yang disgikan dalam LKPP Tahun 2007 sepenuhnya
merupakan tanggung jawab Pemerintah. Artinya, Pemerintah tetap
bertanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran
hukum dan/atau penyajian informasi yang menyesatkan dalam LK PP Tahun
2007.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan upaya
perbaikan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK, selain yang
diamanatkan dalam Undang-Undang ini, Pemerintah perlu melakukan
beberapa hal berikut sebagaimana direkomendasikan oleh DPR, yaitu:

1. Agar Pemerintah dan bersama DPR menyusun kriteria mengenai besaran
belanja yang dapat melebihi pagu APBN/APBN-Perubahan yang
selanjutnya dilaporkan dalam rancangan undang-undang
pertangungjawaban atas pelaksanaan APBN.

2. Agar Pemerintah melakukan penertiban penerimaan dan penggunaan
PNBP dan hibah, serta belanja agar didukung dengan bukti yang valid
sesual dengan ketentuan.

3. Agar Pemerintah meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah
daerah sehingga dalam jangka panjang dapat menygikan laporan
statistik keuangan pemerintah (Government Finance Statistics).

4. Agar Pemeintah melanjutkan program pelatihan akuntans dan
pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan capacity building bagi
pegawa di kementerian negarallembaga dan pemerintah daerah, dan
kemungkinan penganggarannya untuk daerah yang tidak/kurang mampu.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Neraca sebagamana dimaksud dalam pasal ini dapat disgikan sebagai
perbandingan dalam laporan keuangan periode pelaporan berikutnya.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Y ang dimaksud asas neto pada ayat ini adalah penerimaan minyak
bumi dan gas alam diakui sebaga penerimaan negara setelah
memperhitungkan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah
yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak
kerjasama, seperti pengembalian Pgak Pertambahan Nilai (PPN)
dan Pgak Bumi dan Bangunan (PBB), over/under lifting, pgak
daerah, dan fee kegiatan hulu minyak bumi dan gas alam.

Ayat (5)

Pasd 4

Realisasi pengeluaran sebesar Rp8.491.120.000.000 (delgpan triliun
empat ratus sembilan pulun satu miliar seratus dua puluh juta
rupiah) berasal dari pengeluaran atas biaya-biaya dalam rangka
Perjanjian Karya Production Sharing sebesar Rp8.225.390.000.000
(delgpan triliun dua ratus dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan
puluh juta rupiah), pengeluaran pemindahbukuan rekening panas
bumi, pertambangan dan perikanan, serta Rekening Dana
Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD) sebesar
Rp265.730.000.000 (dua ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus
tiga puluh juta rupiah).

Ayat (1)



